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INTISARI

Permasalahan tanah wakaf semakin rumit oleh karena adanya
perwakafan tanah pada waktu lampau hanya secara adat yaitu dengan
lisan oleh wakif kepada Nadzir sehingga tidak adanya tanda sebagai bukti
perwakafan tanah. Sehingga membuat status tanah tidak dapat diketahui
dan banyak tanah wakaf yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Bahkan
dapat terjadi seolah-olah tanah wakaf telah menjadi milik dari ahli waris.
Pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 1977 tidak semulus yang diharapkan hal ini karena
adanya kendala atau hambatan. Untuk mengatasi hal ini maka diadakan
koordinasi antara intansi terkait yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi
bersama Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tanggal 30 November
Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf. Adanya kendala dan hambatan di tiap
daerah tidaklah sama termasuk yang terjadi di Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala. Sehingga penelitian ini memilih judul
“Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian
pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf di Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
1977 dan faktor yang mendorong serta faktor yang menghambat
pensertipikatan tanah wakafnya.

Penelitan ini  menggunakan metode  deskriptif  untuk
menggambarkan keadaan pensertipikatan tanah wakaf di Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Unit yang dianalisis dalam penelitian
adalah 33 persil tanah wakaf. Teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan dan melakukan penelitian di lapangan. Data yang terkumpul
kemudian diolah dengan cara mengurutkan dan mengelompokan kedalam
suatu tabel kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Pada penelitian diketahui bahwa dari 33 persil tanah wakaf yang
ada di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, telah bersertipikat
sebanyak 20 persil, masih dalam proses pendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan 5 persil, dan sisanya yang berjumilah 8 persil belum
disertipikatkan. Ada beberapa persil tanah belum sertipikat dikarenakan
faktor penghambat seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap
pensertipikatan tanah wakaf, tidak lengkapnya alat bukti, adanya sengketa
tanah wakaf dan fisik letak tanah wakaf. Secara umum pensertipikatan
tanah wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 1977 yaitu dengan telah diterbitkannya 20 sertipikat
tanah wakaf dari 33 persil tanah wakaf yang ada di Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat bermanfaat
bagi manusia. Tanah dipergunakan manusia dalam melangsungkan
kehidupannya dan melakukan berbagai aktifitas lainnya yang
menggunakan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah semakin
lama menjadi bertambah, sejalan dengan meningkatnya jumlah
manusia, dilain pihak jumlah tanah yang tersedia relatif tetap, dengan
kondisi demikian akan timbulah berbagai permasalahan berkaitan
dengan tanah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tanah maka
Pemerintah  mengeluarkan  peraturan-perundangan di  bidang
pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok—-Pokok Agraria, yang kemudian disebut
dengan Undang — Undang Pokok Agraria, disingkat dengan UUPA.

Berdasarkan Pasal 19 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum
hak atas tanah maka tanah-tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia oleh Pemerintah diselenggarakan pendaftaran tanah yang



Tahun 1997. Tujuan pendaftaran tanah disamping untuk menjamin
kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA, juga
mempunyai tujuan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu :

(1) untuk memberikan jaminan kepastian hukum;

(2) untuk meyediakan informasi pertanahan;

(3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Salah satu produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah
dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah oleh suatu Kantor
Pertanahan. Sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada
dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan dan selama
sertipikat tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka harus diterima
sebagai data yang benar.

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang memberikan jaminan
kepastian hukum baik subyek maupun obyek haknya sehingga dalam
penerbitan sertipikat harus melalui prosedur dan syarat-syarat tertentu
sesuai dengan peraturan perundangan, hal ini agar sertipikat yang
dihasilkan sah secara hukum dan merupakan wujud fakta dari
keadaan tanah sebenarnya.

Pensertinikatan tanah termasiik itiaa terhadan tanah wakaf



yang diwakafkan. Wakaf itu sendiri berarti menahan asal harta dan
menjalankan hasilnya, maksudnya bahwa benda atau harta yang
diwakafkan diharapkan dapat terjaga kelangsungannya dan
kelestariannya serta dari benda atau harta yang diwakafkan dapat
memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Perwakafan tanah mempunyai arti penting, hal ini karena bagi
yang mewakafkan (Wakif) tanahnya maka akan menerima pahala
secara berkelanjutan sepanjang tanah wakaf digunakan untuk
kebaikan, meskipun wakif telah meninggal dunia.

Pada waktu lampau perwakafan atas tanah dilakukan secara
adat yaitu dengan lisan oleh Wakif terhadap orang yang dianggap
dapat mengurus tanah wakaf tersebut (Nadzir). Dengan perwakafan
hanya dilakukan secara lisan sehingga kebanyakan tanah wakaf tidak
ada bukti secara tertulis. Hal ini dapat membuat status tanah wakaf
tidak dapat dipastikan, dan banyaklah tanah wakaf yang tidak
diketahui lagi keberadaannya. Bahkan dapat terjadi, tanah wakaf itu
seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris Nadzir. Dengan
demikian akan dapat berakibat timbulnya penyimpangan-
penyimpangan dalam pemanfaatan atas tanah yang diwakafkan.
Untuk mengatasi hal itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

nada tanacanal 17 Mai 1Q77



Kemungkinan adanya permasalahan dan persengketaan atas
tanah wakaf akan meresahkan umat beragama khususnya pemeluk
agama lIslam. Hal ini menimbulkan adanya pandangan para Wakif
maupun Nadzir yang merasakan perlunya dilakukan pensertipikatan
atas tanah wakafnya untuk mencegah terjadinya permasalahan atau
persengketaan. Dengan demikian ini akan menjadi pendorong bagi
Wakif maupun Nadzir untuk mensertipikatkan tanah wakafnya.

Pensertipikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam
pelaksanaannya tidaklah semulus apa yang diinginkan, tetap saja
dijumpai adanya kendala atau hambatan. Untuk itu perlu adanya
koordinasi antar instansi terkait yaitu Departemen Agama dan Badan
Pertanahan Nasional. Kemudian untuk mewujudkan koordinasi ini
dituangkan dalam Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24
Tahun 1990 Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf.

Intruksi tersebut memerintahkan untuk mengadakan koordinasi
sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertipikat tanah wakaf dan
menggunékan tolok ukur satuan biaya Proyek Operasi Nasional
Pertanahan (PRONA) sebagai dasar pembiayaan penyelesaian
sertipikat tanah wakaf.

Adanva berbaaai kendala dan hambatan mauniin nendorona



daerah di Indonesia tidaklah sama, termasuk juga yang terjadi di
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf di Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Instruksi Bersama
Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990, serta peraturan
pelaksananya, namun tetap ditemui adanya hambatan atau kendala
dalam pelaksanaannya, hal ini diketahui adanya sekitar 60% tanah
wakaf yang telah bersertipikat dan sisanya masih belum bersertipikat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk
meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang pensertipikatan tanah
wakaf sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga
penulis memilih judul :

“PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DI
KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”

. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengemukakan suatu

pertanyaan penelitian sebagai berikut;



6

1. Apakah pelaksanaan pensertipikatkan tanah wakaf di Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 ?

2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pensertipikatan tanah wakaf tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pengertian yang beraneka ragam maka
penulis hanya membatasi hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah wakaf yang dimaksud adalah tanah wakaf yang ada di
Wilayah Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

2. Hak Milik adalah hak yang menurut pasal 20 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 merupakan hak yang turun-temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

3. Perwakafan tanah adalah perwakafan tanah khari atau umum, jadi
tidak termasuk untuk perwakafan keluarga.

4. Pensertipikatan tanah dimaksud adalah pensertipikatan tanah
wakaf yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

5. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Marabahan Kabupaten

Barito Kuala dengan mengambil data dari tahun 1999 sampai



D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pensertipikatan
tanah wakaf di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan
Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24
Tahun 1990.

2.  Untuk mengetahui faktor yang mendorong serta menghambat

pensertipikatan tanah wakafnya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang
pertanahan khususnya mengenai pensertipikatan tanah wakaf.
2. Sebagai masukan dalam penentuan kebijaksanaan di bidang

pertanahan khususnya mengenai pensertipikatan tanah wakaf.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah

diuraikan sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1.

Pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan
sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Hal ini
dapat dilihat dari jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 25 pefsil
tanah wakaf yang sudah didaftar dan sebanyak 20 persil tanah

wakaf yang telah sertipikat.

Pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang mendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf

dan faktor yang menghambat pensertipikatan tanah wakaf.

a. Faktor pendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf

yaitu :
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1) Adanya jaminan kepastian hukum atas tanah wakaf yang
telah didaftar yang dinyatakan dengan tanda bukti sertipikat
tanah wakaf.

2) Adanya peraturan - perundangan yang lengkap akan
mempermudah  dilaksanakannya pensertipikatan  tanah
wakaf.

3) Adanya penyuluhan dari pemerintah kepada para Nadzir dan
para Wakif yang tanahnya belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf
atau Akta Pengaganti Akta lkrar Wakafnya atau belum
dibuatkan sertipikat.

4) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari instansi-
instansi terkait.

5) Adanya bantuan dana dari pemerintah untuk pembiayaan

pensertipikatan tanah wakaf.

. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan

pensertipikatan tanah wakaf, yaitu:

1) Tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap
prosedur pensertipikatan tanah wakaf dan menganggap
prosedurnya adalah sulit.

2) Tidak adanya alat bukti yang dapat membuktikan secara

jelas tentang status tanah wakaf.
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4) Keadaan persil tanah wakaf yang terletak di pinggir sungai

sehingga tidak dapat dibuatkan sertipikat tanah wakaf.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis

mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1.

Pemerintah hendaknya secara aktif mengadakan penyuluhan /
penerangan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti
perlunya tanah wakaf tersebut untuk disertipikatkan.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang telah ada sehingga
pelaksanakan pensertipikatan tanah wakaf dapat dilakukan secara
baik dan tepat waktu. Kantor Pertanahan membentuk satuan tugas
khusus untuk penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.

Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf dalam melakukan penelitian
terhadap tanah wakaf yang tidak ada alat bukti harus dilakukan
secara teliti dan seksama agar dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf
tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Penanganan sengketa tanah wakaf sebaiknya diupayakan melalui

musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
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